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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Faktor yang paling mendasar dari banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang 

khususnya bekerja di Malaysia ini secara keseluruhan terbagi menjadi 3 faktor. 

Faktor yang pertama adalah faktor pendidikan dan pengetahuan para calon TKI 

yang minim membuat mereka tidak berpikir secara matang tentang keselamatan 

bagi dirinya ketika menjadi TKI ilegal. Tanpa dokumen dan tanpa memberi 

laporan kepada Pemerintah atas kedatangannya ke negara tujuan akan 

berdampak bahaya bagi keselamatannya. Faktor yang kedua adalah faktor 

ekonomi para calon TKI Ilegal yang sangat mendesak membuat para calon TKI 

kebingungan untuk mencari sumber penghasilan yang bisa memenuhi semua 

kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Faktor yang ketiga adalah faktor 

lingkungan yang bisa mempengaruhi calon TKI untuk pergi dengan modal 

seadanya.  

2. Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran hanya memberikan 

perlindungan kepada para TKI yang secara legal saja. Tetapi dalam Undang – 

Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara harus melindungi warga 

negaranya dimanapun mereka berada begitupun dalam hukum internasional. 

Maka dari itu terlepas dari statu lega atau tidaknya TKI tersebut, Pemerintah 

wajib melindungi warga negara nya seperti apa yang tertera dalam Undang – 
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Undang Hubungan Luar Negeri yang didalamnya juga mengatur tentang 

perlindungan TKI yang bekerja secara ilegal. 

B. Saran 

1. Perwakilan RI di luar negeri (KBRI) harus selalu meningkatkan hubungan baik 

dengan instansi Pemerintah Malaysia yang berkompetensi dengan TKI, untuk 

mendapatkan solusi dengan trobosan mengatasi dan menanggulangi masalah 

TKI ilegal. 

2. Pemerintah Indonesia harus memberikan edukasi yang cukup kepada 

masyarakatnya tentang bahaya menjadi TKI ilegal dan seharusnya Pemerintah 

melakukan banyak pelatihan kerja kepada masyarakat yang belum atau siap 

untuk mendapatkan pekerjaan sejak dini agar ketika mereka sudah mendapat 

waktunya untuk bekerja mereka sudah mendapatkan keahlian serta 

memperbanyak lapangan kerja agar para tenaga kerja di Indonesia lebih 

nyaman untuk bekerja di negara sendirinya dibandingkan di luar negeri. 
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